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Abstrak
 

Jaringan internet atau Web telah menjadi alat penting untuk mencapai berbagai kebebasan umum (HAM)

dan kemajuan manusia. Saat menggunakan aplikasi berbasis internet, informasi berupa data pribadi menjadi

acuan. Mengingat banyaknya penyalahgunaan informasi menyebabkan memudarnya Hak Asasi Manusia,

dimana sebagian orang tidak bersedia jika data pribadinya tersebar di media sosial. Semakin banyak

pengguna internet yang disalah gunakan sebagai sarana kejahatan, maka banyak pihak yang merasa bahwa

hak privasinya tak lagi mendapat perlindungan. Undang-Undang Indonesia tak hanya menciptakan hukuman

bagi pihak yang menyebar luaskan data pribadi untuk kejahatan pidana konten ilegal namun memberikan

perlindungan bagi korban untuk mendapatkan hak nya dengan menghapus informasi/dokumen elektronik

yang dimana dikenal dengan istilah Hak Untuk Dilupakan atau Right To Be Forgotten. Hal ini diatur dalam

Pasal 26 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik walaupun yang pada pelaksanaannya belum ada

aturan secara eksplisit namun pemerintah memberikan kesempatan bagi para korban untuk melakukan

permohonan penghapusan atas konten illegal tersebut. Ketentuan hukum tersebut merumuskan keberadaan

penghormatan atas hak pribadi orang lain khusus bagi mereka yang keberatan atas suatu data yang tidak

relevan tentang dirinya. Berdasarkan pemahaman Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi

Elektronik dapat dipahami bahwa penghapusan informasi/dokumen elektronik menjadi suatu kewajiban

ketika dimintakan oleh orang yang bersangkutan berdasar penetapan pengadilan karena secara substansi

dinilai tidak relevan.

......The internet network or Web has become an important tool for achieving various general freedoms

(HAM) and human progress. When using internet-based applications, information in the form of personal

data becomes a reference. Considering that the large number of misuses of information causes the decline of

human rights, some people are unwilling to have their personal data spread on social media. The more

internet users are misused as a means of crime, the more people feel that their right to privacy is no longer

protected. Indonesian law not only creates penalties for parties who disseminate personal data for criminal

crimes of illegal content but provides protection for victims to obtain their rights by deleting electronic

information/documents which is known as the Right to Be Forgotten. This is regulated in Article 26 of the

Electronic Transaction Information Law, although in its implementation there are no explicit regulations, but

the government provides an opportunity for victims to request the removal of illegal content. These legal

provisions stipulate the existence of respect for the personal rights of other people specifically for those who

object to irrelevant data about themselves. Based on the understanding of Article 26 paragraph (3) of the

Electronic Transaction Information Law, it can be understood that the deletion of electronic

information/documents becomes an obligation when requested by the person concerned based on a court

order because it is deemed substantially irrelevant.
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